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ABSTRAK 

 

Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam 

Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah Oleh: Winda Lestari NIM. 

1711150078 Pembimbing I: Dr.H. Suansar Khatib, SH,. M.Ag dan 

Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H,.M.H 

 

Mengenai pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri 

terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah instansi negara dan 

menuai Pro dan Kontra dari berbagai pihak. Pengaturan tentang hak pilih dan 

dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada 

hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat 

membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan menggunakan kekuasaan 

berdasarkan nalurinya sendiri yang dapat mengarah pada penyalahgunaan 

kekuasaan. Dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam pemilihan umum, anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak 

menggunakan haknya untuk memilih”. Pembatasan hak politik bagi anggota 

TNI dan anggota Polri bertujuan agar penyelenggaraan pertahanan dan 

keamanan negara dapat dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan 

anggota Polri. 

Kata kunci: Pembatasan, Hak, Politik, TNI, Polri, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang melindungi dan 

menghormati Hak Asasi Manusia dibidang  politik. Negara yang menganut 

paham demokrasi, negara yang menjadikan hukum sebagai panglima 

tertinggi, serta menjamin tegaknya hak-hak konstitusional warga negara. 

Maka hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota TNI dan anggota Polri 

sebagai warga negara, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan 

umum. Hak warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang secara lengkap 

berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan situ dengan tidak 

ada kecualinya”. Artinya setiap warga negara termasuk anggota TNI dan 

anggota Polri harus ada kesamaan dan kesetaraan mengingat anggota TNI dan 

anggota Polri merupakan penyelenggara Negara yang notabene alat kekuasaan  

yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum seperti 

pegawai negeri sipil lainnya yang harus netral tetapi tetap mempunyai hak 

untuk memilih. 

Dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum “Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan 
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anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk 

memilih”
34

 dan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang  

kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 ayat (2) “Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan 

dipilih”.
35

 

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk 

mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara,
36

 melalui 

pemilihan umum seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan 

dengan keterlibatan warga Negara secara menyeluruh tanpa ada kecualinya. 

Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga 

Negara yang secara tersirat diatur dalam pancasila  pada sila keempat, yaitu: 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan” dan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan tentang hak politik warga 

Negara mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), dan pasal 

28E ayat (3).
37

  

Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan 

asas kedaulatan rakyat dan politik. Jika semua golongan diperbolehkan ikut 

                                                             
34

Pasal 200 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum.  
35

 Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia  Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
36

 Henry Raymond & Asinggih Agung “Politik Kewarganegaraan” (Jakarta: Erlangga, 

1999), h.16. 
37

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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serta dalam pemilihan umum, maka anggota TNI dan anggota Polri juga harus 

diikitkan dalam pemilihan umum. Pada masa orde baru anggota TNI dan 

anggota Polri mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
38

  

Menurut Moh. Mahfud MD  bahwa hak pilih anggota TNI dan anggota 

Polri adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih 

adalah hak asasi yang tertuang didalam Konstitusi  didunia maupun konvensi 

Internasional. Indonesia mempunyai pengalaman pada tahun 1955, saat itu 

Polri ikut dalam pemilih umum dan tidak ada perpecahan, perpecahan yang 

terjadi saat itu bukan karena Polri memilih tetapi karena banyak sparatis di 

daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.
39

  

Menurut Austin Rannay hak asasi manusia merupakan kebebasan yang 

didapat oleh pribadi (individu) dan jelas tertulis didalam konstitusi Negara 

serta dijamin oleh pemerintah  dalam pelaksanaan kebebasan tersebut. Austin 

Rannay lebih menekankan pada aspek kebebasan yang dijamin oleh Negara 

selaku wadah yang menampung segala hak dan kewajiban manusia sebagai 

warga Negara. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana 

penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Oleh karena itu  dalam 

pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah 

sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat  dimana rakyat yang berdaulat maka 

semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga di 

                                                             
38

 Mahfud MD, “Politik Hukum, Cetak Kedua”,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 200. 
39

 Mahfud MD, “Politik Hukum, Cetak Kedua,…, h. 201. 
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kembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Hak politik memilih dan 

dipilih merupakan hak asasi manusia. Pembatasan penyimpangan, peniadaan 

dan penghapusan hak memilih dan dipilih (hak politik) merupakan bentuk 

pelanggaran dari hak asasi manusia.
40

 

Hak politik warga negara, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. 

Hak ini telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 

tentang pengesahan hak sipil  politik, yaitu pada pasal 25 yang berbunyi: “hak 

setiap warga negara dalam penyelenggaraan  urusan politik, untuk memilih 

dan dipilih”.
41

 Hak dipilih sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah diatur 

dalam Pasal 43 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang berbunyi: 

1. Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundng-undangan. 

2. Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 

langsung  atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, 

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

                                                             
40

Austin Rannay yang dikutip Peter R. Baehr, “Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar 

Negeri”, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998) h. 9. 
41 Undang-Undang Nomor 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil 

Politik. 
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3. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan perundang-

undangan.
42

 

Meskipun hak politik memilih dan dipilih telah diatur sedemikian 

rupa, akan tetapi pembatasan hak politik tetap terjadi. Yaitu pembatasan hak 

politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, hak politik yang dibatasi adalah 

hak untuk turut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak 

mimilih dan dipilih bagi anggota TNI telah dibatasi berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 34 Tahun 2004, yaitu dalam pasal 39: 

Prajurit dilarang terlibat dalam: 

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik 

2. Kegiatan politik praktis 

3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam 

pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. 

  

Hak politik anggota TNI dan anggota Polri berupa hak pilih dan 

dipilih yang seharusnya melekat  pada diri setiap orang termasuk bagi anggota 

TNI dan anggota Polri, di Indonesia pada tahun 1955 adalah pemilihan umum 

pertama yang mana anggota angkatan bersenjata dan anggota Polri diikut 

sertakan untuk memilih.
43

 Dasar dari tidak diberikannya hak politik bagi 

anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum adalah dikarenakan 

dwifungsi anggota TNI dan anggota Polri sebagai alat pertahanan negara. TNI 

                                                             
42

 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  “Hak Asasi Manusia”, Tahun 1999, 

Pasal 43. 
43

 Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat “Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri”  Jurnal 

Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendran Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 januari 

2011, h. 4. 
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Polri merupakan kekuatan sosial yang harus kompak, bersatu mengawal dan 

mengamalkan pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Anggota TNI dan anggota Polri harus bisa menciptakan suasana 

yang diinginkan oleh negara dan menjaga netralitas. Pembatasan hak politik 

TNI Polri berlaku atas dasar kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan 

Presiden Soekarno. 

Serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VII/MPR/2000 Tentang  Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi, 

“Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan 

tidak melibatkan diri pada kegiatan politik Praktis” dan dalam ayat (4) yang 

berbunyi, “Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak 

memilih dan dipilih”. Serta dalam pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi, 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan 

politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik prkatis, dan dalam ayat 

(2) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak 

menggunakan hak memilih dan dipilih “ 

 Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk 

memilih pemimpin atau wakil pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal 

yang terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 

kepentingan bangsa, dan negara. Memilih pemimpin dalam islam adalah 
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kewajiban untuk menegakan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
44

 

Islam merupakan manhaj ketuhanan yang diturunkan kepada nabi Muhammad 

SAW untuk umat manusia agar mereka berada dalam jalan yang benar dan 

selamat didunia dan akhirat, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat 

dilihat dari praktik-praktik yang dicontohkan Nabi dalam Musyawarah dengan 

para sahabat, dan walaupun beliau seorang pemimpin, akan tetapi beliau 

memberikan dan menjamin hak-hak warga masyarakat termasuk hal yang 

berkaitan dengan pengambilan kebijakan (Politik).
45

 Oleh karena itu prinsip 

musyawarah merupakan salah satu tuntutannya. 

Asas-asas yang berhubungan dengan syariat Islam yang berhubungan 

dengan kehidupan politik umat, yaitu dengan prinsip “tidak menyukai 

kezaliman”. Yang mana berarti bahwa mengakui hak aatas partisipasi rakyat 

dalam urusan hukm pemerintahan, hak politik merupakan hak yang ditetapkan 

berdasarkan prinsip musyawarah. Allah yang maha mengetahui, maha 

bijaksana dan maha adil yang mana tidak akan mengkhususkan cara berlaku 

adil. Bahkan Allah SWT telah menjelaskan apa yang telai ia syariatkan  dari 

cara dan sarana berlaku adil, tujuan dari itu semua adalah untuk menegakan 

keadilan diantara hamba-hambanya dan agar manusia berlaku adil antar 

sesame mereka. Artinya cara dan sarana apa saja yang dapat menciptakan 

                                                             
44

 Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Erlangga: Jakarta, 2009), h. 867. 
45

 Muhammad Diauddin Rais, “Teori Politik Islam”, (Pusta Al-Kausar: Jakarta Timur, 2005), 

h.108. 
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keadilan  maka itu sesuai dengan agama dan tidak menyalahinya.
46

 Sesuai 

dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4) Ayat 5, yang berbunyi: 

Berlaku adil dan persamaan hak merupaka tujuan diutusnya rasul dan 

di turunkannya  syariat, prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan 

makhluknya,  berkulit hitam atau berkulit putih, laki-laki atau perempuan, 

muslim atau non-muslim, persamaan hak juga termasuk tuntutan keadilan 

Allah dan kebijaksanaannya pada makhluknya. Nash-nash Al-Qur‟an dan 

hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan hak” 

sesempurna-sempurnanya, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk 

berlaku adil.  

Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, 

didalam surah-surah makkiyah dan madaniyah  adil dalam bahasa artinya 

penyamarataan, karena sebagai warga Negara memiliki hak yang sama. Islam 

menetapkan hak-hak politik tiap individu, saah satunya hak memilih, setiap 

individu memiliki hak memilih kepala negara dan memilih anggota-anggota 

majelis syuro‟ (permusyawaratan), dalam syara‟ disebut bai‟ah dan hak bai‟ah 

adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.
47

 Persamaan hak juga 

termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaannya pada makhluknya, 

persamaan hak sesempurna-sempurnanya sebagaimana Allah memerintahkan 

                                                             
46 Fariq Abdul Khalik, “Fiqih Politik Islam”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 205. 
47 Fariq Abdul Khalik, “Fiqih Politik Islam,…, h. 209.  
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berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaan hak manusia seluruhnya, 

didalam surat makkiyah dan madaniyah dalam bahasa artinya, penyamarataan. 

Melihat dari pembahasan diatas, berarti pembatasan hak politik 

anggota TNI dan anggota Polri, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah 

menghilangkan hak dasar dari hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan 

anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh Negara. 

Keputusan untuk tetap melarang anggota TNI dan anggota Polri 

menggunakan hak pilihnya disatu pihak dan meniadakan kehadiran anggota 

TNI dan anggota Polri dilembaga perwakilan adalah keputusan  yang 

sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia 

(HAM) yang menetapkan setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban 

yang sama.
48

 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka 

dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dan 

mengungkapnya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Pembatasan Hak 

Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Di 

Tinjau Dari Fiqih Siyasah” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diidentifikasikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan 

anggota Polri dalam pemilihan umum? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pembatasan hak politik anggota 

TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan 

masalah adalah: 

1. Untuk memberi kejalasan terhadap pertimbangan pembatasan hak politik 

anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatasan hak politik 

anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan 

ini memiliki kegunaa yaitu: 

a. Secara Teoritis 

a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu 

hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman 

tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri. 
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b) Menambahilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa fakultas 

syariah terkhususnya prodi Hukum Tata Negara. 

c) Sarana atau acuan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum. 

b. Secara Praktis 

a) Hasil penelitian ini  merupakan masukan bagi penulss is yang sangat 

berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang 

pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri. 

b) Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang 

pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri. 

E. Penelitian Terdahulu 

Sepengetahuan penulis, sudah ada ditemukan jenis  penelitian, tulisan, 

atau karya ilmiah yang membahas tentang  pembatasan hak politik anggota 

TNI dan anggota Polri, guna kepentingan penelitian ini maka perlu 

sssdilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan 

dengan tema pembahasan ini:  

1. Jurnal Teguh Soerdasono dengan judul “Netralitas Polri Dalam Pesta 

Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”.
49

 

Masalah yang dibahas dalam penelitan ini adalah bagaimana netralitas 

Polri dalam teori dan raktek, serta netralitas Polri sebagai institusi 

                                                             
49 Teguh Soerdasono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif 

Pendidikan Kewarganegaraan”, Vol. 9,  Februari, 2010, h. 179. 
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penegak hukum sekaligus warga negara tanpa menghilangkan hak 

politiknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai 

pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam 

pemilihan umum dan ditinjau dari Fiqih Siyasah. 

2. Jurnal Putu Diatmika Mahendra, dengan judul “Sanksi Kode Etik Bagi 

Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik 

Profesi Polri”.
50

 Dalam penelitian ini membahas tentang, netralitas 

anggota Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, 

serta sanksi kode etik bagi anggota Polri yang ketahuan tida netral 

dalam pemilihan kepala daerah menurup Perkap Nomor 14 Tahun 2011 

tentang sanksi kode etik profesi polri. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah, pembahasan yang akan dilakukan adalah 

mengenai pembatasan hak politi tetapi tidak membahas mengenai 

sanksi kode etik, dan pembahasan yang akan dilakukan juga ditinjau 

dari fiqih siyasah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a) Jenis Penelitian  

                                                             
50 Putu Diatmika Mahendra, “Sanksi Kode Etik Bgi Anggota TNI Dan Anggota Kepolisian Yang 
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Etik Polri”, Vol. 1, Januari, 2019, h. 53. 
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Menurut M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan, 

yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan
51

 Dalam penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (Normative Law 

Reaserch)/penelitian pustaka. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan 

salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu 

dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, 

kemudian dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.
52

 

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian 

hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu 

bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.
53

 Penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakan 

peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa 

itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan 

bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut. 

a. Pendekatan Penelitian 
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 Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan 

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun 

argument yang tepat. Menurut Piter Mahhmud Marzuki, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

2) Pendekatan Historis (Historical Approach) 

3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
54

 

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam 

penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan 

Perundang-Undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini 

contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang 

Dasar 1945 deangan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu 

dengan Undang-Undang yang lainnya.
55

  

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menganalisis semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan 

regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan 

perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan 
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perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/ 

masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
56

  

1. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua 

sumber, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.
57

 Jenis 

bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini 

sumber bahan hukum terdiri atas: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat,
58

  bahan hukum primer yang digunakan terdiri peraturan 

Perundang-Undangan, catatan resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia. 

2) Undang-Undang pasal 27 ayat (1)  tentang hak dan kewajiban warga 

Negara. 
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3) pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan 

umum yang berbunyi “ dalam pemilihan umum anggota Tentara 

Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak 

menggunakan haknya untuk memilih” 

4) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam pasal 28 Ayat (2) “anggota kepolisian 

republic indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Serta 

peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan. 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, 

tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Buku-buku dan artikel 

hukum yang dirujuk adalah yang sudah mempunyai relevansi  atau telah 

memiliki hubungan dengan apa yang akan diteliti.
59

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: 

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum 

B. Situs-situs di Internet yang berkaitan dengan tema penelitia yang 

ingin peneliti kaji. 

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum  

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
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Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk 

memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan 

hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitan ini. 

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang 

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis  (Content 

Analisys).
60

 Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan 

peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari 

peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.
61

 

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji 

dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, 

hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan 

dengan tema yang akan di teliti oleh penulis. 

b. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat 

penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya 

mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan 

peneliti yang di tetapkan.
62

 Pada penelitian hukum yang akan dilakukan 

penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik  

Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana 
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atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara 

menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa 

hukum itu sebenarnya. 

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretsi 

tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian 

yang telah penulis lakukan. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistemetika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi 

dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. Berisi tentang pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, 

Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II. Berisi tentang: Kajian Teori yang berisi tentang teori-teori 

yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini: 

Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Fiqih Siyasah. 

BAB III. Berisi tentang, hasil penelitian dan pembahasan: Pembatasan 

hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum, tinjauan 

fiqih siyasah terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri 
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dalam pemilihan umum, militer dalam islam, polisi dalam islam, pembatasan 

hak politik anggota TNI dan anggota Polri. 

BAB IV. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran-Lampiran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Demokrasi 

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan 

pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi) atau 

melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

demokratia (kekuasaan rakyat), yang di bentuk dari kata demos (rakyat) dan 

kratos (kekuasaan). Merujuk pada sistem politik yang muncul pada 

pertengahan abad ke-4 dan ke-5 SM, di kota Yunani Kuno khususnya di 

Athena.
63

 Dapat di artikan secara umum bahwa demokrasi adalah 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itulah pemahaman 

demokrasi yang hampir di ketahui semua orang. 

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi 

pemakaian konsep ini di zaman modern di mulai sejak terjadinya pergolakan 

revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Sebagai suatu 

bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber 

wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan 

prosedur untuk membentuk pemerintahan.
64

 Demokrasi mementingkan 

kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak dari pemerintahan 
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demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga 

demokrasi yang kuat adalah demokrasi  yang di pilih langsung melalui 

persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah 

demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan 

dan kesejahteraan rakyat.
117

 Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga 

mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana 

semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaska arti, maksud, 

dan praktek sistem demokrasi.
118

 

1. Konsep-konsep demokrasi 

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan 

rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu 

negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat, jika ada pelaksanaan 

suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat dan hanya 

menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja, maka hal tersebut 

sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. 

Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan 

bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh 
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rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people for the 

people).
119

 

Pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama 

pribadi ataupun atas nama golongan para pemegang kekuasaan. Selain itu, 

pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan 

dan perubaha UUD dan Undang-Undang juga dilakukan oleh rakyat baik 

dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun 

melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah 

di pilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.
120

 

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa 

rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik di 

lakukan secara langsung seperti melalui berpendapat di ruang public (pulic 

sphere) missalnya seperti pers, ataupun diawasi secara tidak langsung 

yaitu diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen. Sementara itu, 

yang di maksud dengan pemerintahan “untuk rakyat” (government for the 

people) ialah setiap kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah 

haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk 

kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu saja. 

Sehingga, kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah 
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selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan 

pemerintah.
121

 

2. Model-model Demokrasi 

Dilihat dari pemaknaan yang sama karena bersifat universal, 

demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif. Yang mana 

dalam demokrasi seharusnya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), 

keragaman (pluralism), penghormatan atas perbedaan (toleransi), 

kemanusiaan atau penghargaan atas hak asasi manusia (kebebasan), 

tanggung jawab, kebersamaan, dan lain sebagainya.
122

 Sebagai suatu 

sistem poltik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam 

implementasinya. Banyak model demokrasi yang hadir di sini, dan semua 

itu tidak terlepas dari beragam perspektif pemaknaan demokrasi 

substansial. Menjadikan demokrasi berkembang di dalam banyak model, 

antara lain karena terkait dengan kreativitas para actor politik di berbagai 

tempat dalam mendesain praktik demokrasi procedural sesuai dengan 

kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.
123

 

Sejarah teori demokrasi terletak pada suatu konflik yang sangat 

tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan 

rakyat (suatu bentuk politik yang mana warga negara terlibat dalam 

pemerintahan itu sendiri dan terlibat dalam pengaturannya), atau suatu 
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bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan pada 

pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Menurut inu 

kencana ada dua model demokrasi jika di lihat dari pelaksanaannya, yaitu 

demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung 

(indirect democracy). demokrasi langsung terjadi apabila rakyat 

mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara di lakukan secara langsung, 

artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan 

secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan 

prosedur mayoritas.
124

 

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi 

sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan 

pejabat eksekutif (presiden, wkil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) 

di lakukan rakyat secara langsung. Begitu juga dengan pemilihan anggota 

parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga di lakukan rakyat secara 

langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi apabila ingin mewujudkan 

kedaulatan rakyat tetapi tidak berhadapan langsung dengan pihak 

eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak 

langsung, lembaga parlemen di tuntut kepekaannya terhadap berbagai hal 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan 
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pemerintah atau negara, demokrasi tidak langsung biasa di sebut juga 

demokrasi perwakilan.
125

 

3. Ciri-ciri Demokrasi 

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya 

memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan 

ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, 

termasuk dalam menilai kebijakan tersebut dalam menentukan kehidupan 

rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau 

mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk di jalankan 

oleh pemerintah negara tersebut. Dilihat dari pemilihan umum secara 

langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam 

perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang di terima dan di 

pakai hampir oleh seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah 

negara atau pemerintahan dapat di katakana demokratis apabila 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
126

 

a) Negara terikat pada hukum, maksudnya bukan berarti bahwa 

kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara 

hukum adalah sama dengan demokrasi, negara hukum tidak harus 

negara demokrasi. Pemerintah monarki bisa taat dengan hukum, 
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demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan 

control atas negara hukum. 

b) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat. 

c) Pemilihan umum yang bebas. 

d) Prinsip mayoritas, maksudnya ialah Badan Perwakilan Rakyat 

mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika 

kesepakatan tidak tercapai bisa dengan pilihan suara terbanyak. 

e) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
127

 

4. Mekanisme Demokrasi 

Proses demokrasi dalam sebuah kasus dapat di kelompokkan 

menjadi tiga tipe proses, diantaranya yaitu: 

a) Transformasi (reforma, dalam istilah Linz), hal ini terjadi ketikika elit 

yang berkuasa  memplopori proses perwujudan demokrasi. Pada 

transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter 

mempelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam 

mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokrasi, 

transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. 

Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah 

mapan, dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi 
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yang utama jika di bandingkan dengan pihak oposisi dan jika di 

bandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.
128

 

Menurut Austin Ranney, ada delapan kriteria pokok sebuah 

pemilihan umum yang demokratis, yaitu: 

1) Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif) 

Dalam pemilihan umu eksekutif maupun legislatif, setiap 

warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang public 

untuk memilih dan di pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih aktif 

adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih 

wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wakil Presiden, dan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu yang sudah berusia 17 tahun 

atau yang sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak di 

cabut hak pilihnya, tidak sedang menjalankan hukuman pidana 

penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang 

dimaksud dengan hak pilih pasif adalah warga negara yang sudah 

memenuhi syarat untuk di pilih menjadi anggota DPR dan DPRD.
129

 

2) Kesetaraan bobot suara 

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih di beri 

bobot yang sama, maksudnya dalam pemilihan umum tersebut 
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semua pemilih bobot presentase perorangannya itu sama tanpa 

memikirkan jabatan dan kedudukan.
130

 

3) Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang 

berbeda. 

Maksud dari kriteria-kriteria ini adalah, tersedianya pemilihan 

yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang 

lain di mana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari 

satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti 

perbedaan antara dua orang atau lebih calon. Dalam pemilihan umum, 

pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang 

berbeda, dan kandidat yang di usung partai tersebut pasti akan 

mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partainya. Inilah yang 

kemudian menjadikan pemilihan umum itu tidak hanya kompetisi 

antara partai dan kandidatsaja, tetapi di sana juga ada kompetisi politik 

dan ideologi.
131

 

4) Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figure-figur tertentu yang 

dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. 

Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga 

prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan 

berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat 
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berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk 

mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan 

berorhanisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat ca;on wakil 

rakyat di mana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang 

mempunyai arti penting dapat di jamin dalam pemilihan umum.
132

 

5) Persamaan hak kampanye 

Pemilihan umum merupakan sarana untu menarik masa 

sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan 

mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu, semua calon 

di berikan persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk 

melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga di syaratkan 

adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.
133

 

6) Kebebasan dalam memberikan suara 

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, artinya 

setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya 

setiap warga negara di jamin keamanannya sehingga dapat memilih 

sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
134

 

7) Kejujuran dalam penghitungan suara 
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Kejujuran dan keterbukaan sangatlah di perlukan dalam proses 

penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilihan umu 

akan sia-sia apabila tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan 

dalam penghitungn suara akan berakibat sangat fatal. Yaitu gagalnya 

upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk 

ke dalam badan perwakilan rakyat.
135

 

8) Penyelenggaraan secara periodik 

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam 

menentukan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, dalam arti lain 

penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh di majukan atau di 

mundurkan atas kehendaknya pribadi. Dimana pada umumnya 

pemilihan umum di selenggarakan dalam periode waktu lima tahun 

sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
136

 

Oleh karena itu, pendapat mengenai kriteria pemilihan umu 

demokratis ini memang sudah semestinya di terapkan dalam setiap pemilihan 

umum, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilihan umum, 

pastinya akan tercipta pemilihan umum yang demokratis. Ini juga merupakan 

kewajiban bagi penyelenggara pemilihan umum agar benar-benar memahami 

kriteria-kriteria tersebut, dengan di tegakkannya kejujuran dan keadilan dalam 
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pemilihan umum, maka bukan tidak mungkin akan menhasilkan pemimpin 

yang amanah dan terciptanya keorganisasian yang demokratis. 

B. Teori Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk 

menyebut hak dasar atau hak pokok yang di miliki manusia. Istilah hak asasi 

manusia dalam bahasa Prancis di sebut droits de „home yang artinya “hak-hak 

manusia” dan dalam bahasa Inggris di sebut human rights.
137

 Ham merupakan 

istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok 

yang di miliki manusia, istilah hak asasi manusia berasal dari istilah droits „I 

home (Prancis) human right (Inggris) dan huquq al – insan (Arab), right 

dalam bahasa inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak 

asasi di artikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai 

makhlik ciptaan Tuhan, hak tersebut di bawa sejak manusia ke bumi segingga 

hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau 

negara.
138

 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang di miliki oleh manusia yang 

semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena di berikan 

oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan 
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martabatnya sebagai manusia.
139

 Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, 

kebebasan, dan harta kekayaan.
140

 Nilai universal berarti tidak mengenal batas 

ruang dan waktu,
141

 nilai universal yang kemudian di terjemahkan dalam 

berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat melindungi dan 

menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini di kukuhkan 

dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang 

hak Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 

pedoman berperilaku, melindungi kebebsan, kekebalan, serta menjamin 

adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik 

hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.
142

 

 Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-

beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya, dan keanekaragaman 

lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat 

universal dan tidak dapat di cabut oleh siapa pun dan kapanpun. Hal senada 

juga di kemukakan oleh meriam budiarjo, bahwa hak asasi manusia 
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merupakan hak yang di miliki setiap manusia yang melekat padanya karena ia 

manusia.
143

 

Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar 

manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya, dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menimbang pada 

bagian huruf b yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak 

dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal 

dan laama sehingga harus di lindungi, di hormati, di pertahankan, dan tidak 

boleh di abaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Hakikat 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga 

keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan umum.
144

      

 Hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan 

keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta 

makhluk ciptaan Tuhan, hak sudah ada sejak manusia di lahirkan dan melekat 

pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup.
145

 Meskipun setiap 

manusia yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, 

kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. 
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Hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani,
146

 persamaan 

kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, 

persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak sempurnaan 

fisik, ras, suku, agama, dan status sosial.
147

     

Hal ini di maksudkan untuk mencapai saling menghormati antara hak 

asasi masing-masing orang, di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu 

di sertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan 

menghormati hak asasi orang lain. Universal declaration of  human rights 

(DUHAM) yang di proklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

pada 10 Desember 1948, membagi hak asasi manusia (HAM) kedalam 

beberapa jenis, yaitu: hak personal (personal rights), hak legal (perlindungan 

jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk 

menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB).
148

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Hak personal ( personal rights), hak legal dan hak sipil dan politik (civil 

and political rights) terdapat dalam Pasal 3-21 yang memuat: 

a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. 

b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. 

c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang 

kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat 

kemanusiaan. 

d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saca secara pribadi 

e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif. 
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f) Hak bebas darri penangkapan, penahanan atau pembuangan yang 

sewenang-wenang. 

g) Hak bergerak. 

h) Hak memperoleh suaka. 

i) Hak atas suatu bangsa. 

j) Hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. 

k) Hak untuk mempunyai hak milik.  

l) Hak bebas berfikir, berkesadaran, dan beragama. 

m) Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat 

n) Hak untuk berhimpun dan berserikan, dan masih lain sebagainya.
149

 

2. Hak ekonomi, sosial, budaya, diantaranya: 

a) Hak atas jaminan sosial. 

b) Hak untuk bekerja 

c) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 

d) Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh. 

e) Hak atas istirahat dan waktu senggang. 

f) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan 

kesejahteraan. 

g) Hak atas pendidikan. 

h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari 

masyarakat.
150

 

Pelaksanaan hak asasi manusia harus di dasarkan atas prinsip-prinsip 

yang telah di sepakati oleh masyarakat internasional, hal ini untuk menekan 

terjadinyapelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia 

dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu: 

1. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan 

memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mengisyaratkan 

adanya perlakuan yang setara, yang mana pada situasi yang sama harus di 
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perlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda di perlakukan 

dengan berbeda pula. 

2. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting dari prinsip 

kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan 

yang dikriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perlakuan dari 

perlakuan yang seharusnya sama/setara. 

3. Kewajiban positif, untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak 

boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan 

serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan 

memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan.
151

 

Penerapan prinsip-prinsip di atas dalam penyelenggaraan pemerintaha, 

di maksudkan untuk menekan terjadinya dikriminasi terutama bagi golongan 

masyarakat kecil yang kurang perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu 

dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus 

menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas. Dalam rangka menekan 

prilaku diskriminatif, salah satu alternative yang dapat di terapkan adalah 

dengan kerangka politik kewarganegaraan. Yaitu, struktur dan format politik 

harus berlandaskan pada hak-hak dasar warga negar, khususnya hak berbicara, 

berkumpul, dan berorganisasi. Politik kewarganegaraan juga memperjuangkan 

hak-hak dasar lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan hak budaya yang 
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menitik beratkan pada kemandirian serta partisipasi warga, sehingga segala 

bentuk diskriminasi tidak mendapat tempat.
152

 

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM 

dan hubungannya dengan sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat 

perhatian dan perbincangan HAM kontenporer, hubungan HAM dan islam 

muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang 

beragam yadn terkesan mengandung perdebatan yang sengit.
153

 Terdapat 

perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM islam dan konsep 

HAM barat. HAM dalam konsep islam di dasarkan pada premis bahwa 

aktifitas manusia sebagai khalifa di muka bumi, sedangkan HAM dalam 

konsep barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya di tentukan hukum-

hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk mencapainya 

aturan-aturan public yang aman. Dengan kata lain, dari segi prosedurnya 

adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.
154

 

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat intrernasional, yang 

harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak-

hak Asasi Manusia, yang selanjutnya di singkat DUHAM. DUHAM ini berisi 

pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang di jadikan sebagai 
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acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusi, baik bagi 

anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi. 

Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung tinggi penegakan 

dan penghormatan hak asasi manusia, dan telah di sahkan peraturan tentang 

hak-hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights 

(peraturan internasional tentang hak sipi-hak sipil dan politik). Hal ini di sertai 

dengan konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab 

untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara.
155

 

Hak-hak politik yang di atur dalam pasal 21 DUHAM diantaranya, 

yaitu: 

1. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau 

melalui wakil-wakil yang di pilih secara bebas. 

2. Berhak atas kesempatan yang sama untuk di angkat dalam jabatan 

pemerintahan negaranya. 

3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana 

kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang di laksanakan 

secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sama, 
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dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain 

yang menjamin kebebasan memberikan suara.
156

 

Hak-hak politik yang di atur dalam pasal 25 Konvenan Internasional 

tentang hak sipil dan politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan 

tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk: 

1. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung 

ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. 

2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak 

pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan 

suara yang rahasia yang menjamin  kebebasan para pemilih yang ingin 

menyatakan keinginannya. 

3. Mendapatkan akse, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, 

pada dinas pemerintahan dan negaranya.
157

 

Salah satu hak politik yang di jamin konvenan internasional tersebut 

adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan 

urusan publik, untuk dipilih dan memilih. Serta mempunyai akses berdasarkan 

persyaratan umum yang sama pada jabatan public di negaranya, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat 
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ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan 

dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyatnya.
158

 

Menurut Bagir Manan, ia mengusulkan beberapa hak yang termasuk 

dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak 

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak 

menyampaikan pendapat di muka umum. Pelaksanaan hak-hak politik 

tersebut dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun 

peraturan Perundang-Undangan.
159

 Dalam negara yang menganut paham 

kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan 

tertinggi negara.
160

 Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang 

dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan 

secara murni. Kesulitan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat 

dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau biasa di kenal dengan istilah 

demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak 

atas nama rakyat, maka wakil rakyat  harus di tentukan sendiri oleh rakyat, 

yaitu melalui pemilihan umum.
161

 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan 

rakyat berdasaekan perwakilan rakyat, maka di Indonesia di selenggarakan 
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pemilihan umum secara berkala berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini 

juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih 

dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat. 

Pemilihan umum mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara 

hukum. Pemilihan umum merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam 

suatu negara.
162

 

Ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum adalah 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan 

pemmerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya 

pemilihan umum, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat 

di salurkan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum 

dan pemerintahan, serta dengan adanya pemilihan umum yang bebas maka 

maksud dari pemilihan umum sebagai sarana penyaluran hak politik rakyata 

dapat mencapai tujuannya.
163

 

Perbedaan-perbedaan prinsip mendasar anatara barat dengan islam 

tentang HAM adalah, dunia barat memakai konsep HAM semata-mata hanya 

bersifat antroposentris, dimana manusia merupakan ukuran terhadap sesuatu 

(segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik 

sepenuhnya hak tersebut. HAM barat bersumber pada pemikiran filosofis 

semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas 
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pandangan yang besifat anthroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari 

kebudayaan barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang 

mendukung tegaknya HAM berorientasi kepada penghargaan terhadap 

manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan 

HAM tersebut.
164

 

Sedangkan di timur, dalam hal ini islam memakai konsep HAM yang 

lebih bersifat theosentris (segala sesuatu berpusat pada Tuhan). Artinya, islam 

lebih memihak kepada hak Tuhan dari pada hak pribadi. Manusia dalam hal 

ini hanya sebagai makhluk yang di titip hak-hak dasar dari Tuhan, dan bukan 

sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai 

aturan Tahan., penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

keinginan Tuhan.
165

 HAM dalam konsep timur (islam) jelas berorientasi pada 

theosentris, sehingga larangan dan perintah lebih di dasarkan atas ajaran islam 

yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadist. Disini Al-Qur‟an menjadi 

transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk 

hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus 

menunjukan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Mengakui hak-hak 
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dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah 

SWT.
166

 Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu: 

Dalam Qs. Al-Maida (5) ayat 8, yang berbunyi. 

                               

                               

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” 

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam perspektif barat, hubungan antara 

manusia dengan Tuhan sama sekali tidak di sebut. HAM di nilai sebagai 

perolehan/alamiah sejak kelahiran, sedangkan HAM dalam perspektif islam 

menganggap dan meyakini HAM merupakan anugrah dari Tuhan, oleh karena 

itu setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan.
167

 Selain 

itu, HAM dalam perspektif barat juga lebih mengutamakan hak dari pada 

kewajiban, ham dalam konsep barat lebih terkesan individualistis. Dalam hal 

ini penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban 

memelihara hak orang lain. Sedangkan HAM dalam perspektif islam, selain 

memperhatikan hak juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam 
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islam, penggunaan hak individual tidak boleh merusak atau merugikan HAM 

sorang lain.
168

 

C. Fiqih Siyasah 

Secara etimologi (bahasa), fiqih mengandung arti tahu, paham. 

Sedangkan menurut terminologis (istilah), fiqih adalah ilmu atau pengetahuan 

tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (praktis), yang di gali 

dari dalil-dalilnya yang terperinci.
169

 Fiqih juga merupakan pengetahuan 

tentang hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah 

yang disusun dengan jalan ijtihad para ulama. Sedangkan siyasah berasal dari 

bahas Arab yaitu dari kata, sasa-siyasati yang artinya mengatur, 

mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Di dalam kamus al-

Munjid dan lisan al-„Arab, kata siyasah kemudian di artikan pemerintahan, 

pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau 

perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang di artikan, 

memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan.
170

 

Hubungan antara ilmu fiqih siyasah dalam sistem hukum islam adalah 

hukum-hukum islam yang di gali dari sumber yang sama dan di tetapkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi 
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lain, fiqih siyasah di pandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori 

foqih. Bedanya terletak pada pembuatannya, fiqih di tetapkan oleh mujtahid, 

sedangkan siyasah di tetapkan oleh pemegang kekuasaan.
171

  Jadi fiqih 

siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal (seluk-beluk) 

peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan 

dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan terhindar dari 

kemudharatan.
172

 

Adapun pengertian fiqih siyasah menurut para ahli, di antarannya: 

1. Abdul Wahab Khallaf, fiqih siyasah adalah pengurusan hal-hal yang yang 

bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan 

kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak 

melebihi batas-batas syari‟ah dan pokok-pokok syari‟ah yang bersifat 

umu, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid. 

2. Abdul Al-Rahman Taj, fiqihsiyasah adalah hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan 

jiwa syari‟at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal 

(menyeluruh), serta untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat 
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kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak di tunjukan oleh nash-nash 

yang terinci dalam Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah. 

3. Ahmad Fathi Bahansi, fiqih siyasah adalah pengaturan kemaslahatan umat 

manusia yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan hukum syara‟.
173

 

Secara garis besar objek kajian fiqih siyasah terbagi menjadi tiga, 

yaitu: pertama, peraturan dan Perundang-Undangan. Kedua, pengorganisasian 

dan pengaturan kemaslahatan. Ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat 

serta hak dan kewajiban kasing-masing dalam mencapai tujuan negara. 

Metode yang di gunakan dalam fiqih siyasah adalah Al-Ijma‟, Al-Qiyas, Al-

Mashlahah Al-Mursalah, Sadd Al-Dzari‟ah dan Fath Al-Dzari‟ah, Al-„Adah, 

Al-Istihsan dan kaidah kulliyah.
174

 

Adapun objek kajian fiqih siyasah menurut para ahli, diantaranya: 

1. Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqih siyasah merupakan peraturan dan 

Perundang-Undangan yang di butuhkan untuk menurus negara sesuai 

dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. 

2. Hasbi Ash Shiddiqie, objek kajian fiqih siyasah menjadi luas sesuai 

dengan kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu di atur, seperti 

peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan 

dengan negara lai, islam dengan non muslim ataupun peraturan-peraturan 
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lain yang di anggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang 

lingkup dan kebutuhan negara tersebut.
175

 

Dalam ketatanegaraan islam, hak politik warga dalam pemilihan 

umum merupakan bagian dari hak dasar yang di miliki oleh semua individu. 

Setiap manusia memiliki hak yang sama dan sederajat dalam hidupnya, serta 

harus mendapatkan perlindungan hak yang sama. Hak politik dapat di artikan 

sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat di 

ganggu ataupun di ambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di 

suatu negara.
176

 Menurut para ahli hukum islam, hak politik adalah hak yang 

di peroleh seseorang seperti hak memilih dan dipilih , yang mana setiap orang 

dapat memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah-masalah  

negara. 

 Semua individu memiliki hak memilih kepala negara, siapa saja yang 

merak pilih untuk jabatan tertentu makan menurut syara‟ dia adalah 

pemimpinnya. Hak untuk memilih ini dapat di gunakan secara langsung atau 

melalui perwakilan  oleh ahl hal wa al-aqd, yakni tokoh-tokoh yang di 

teladani, di patuhi, dan di percaya umat/rakyat untuk mengatur segala 

urusannya. Dalam syariat islam pengaturan di serahkan kepada umat sesuai 

dengan situasi dan kondisi  yang di hadapinya, bila di perlukan mereka bisa 
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menggunakan cara pemilihan langsung. Apabila kurang efektif, mereka bisa 

melakukan pemilihan dengan cara melalui perwakilan ahl hal wa al-aqd.
177

 

Ada beberapa peristiwa yang telah dicontohkan oleh Rasullulah SAW 

berkenaan dengan hak politik masyarakat, misalnya ketika kaum muslimin 

hendak melakukan perang Uhud. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan 

para sahabat, beliau meminta pertimbangan apakah sebaiknya tetap tinggal 

dan berlindung di Madina atau keluar menyongsong pasukan kafir. Ada 

sahabat yang setuju untuk menyongsong pasukan kafir, dan rasulullah pun 

menerimanya.
178

  

                       

                                

                          

       

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah 

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan 

Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 

ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan 

tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang 

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. 

(Q.S An-Nur: 55) 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa khalifa adalah karunia bersama dari Tuhan 

dimana hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak kurang dari hak orang 

lain. Hak yang diberikan islam  terdapat hak politik seperti hak memilih dan 

dipilih adapun ketentuannya sebagai berikut: ketentuan memilih dan dipilih 

dalam islam, pemerintah adalah wakil (khalifa), tanggung jawab ini tidak 

dipercayakan kepada individu atau keluarga maupun sekelompok rakyat 

tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat islam. Metode yang dinjurkan oleh 

Al-Qur‟an untuk menjalankan negara adalah sebagaimana dijelaskan  dalan 

firman Allah dalam Q.S Asy-Syuura: 38, yang berbunyi: 

                               

      

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 

berikan kepada mereka. 
 

Menurut prinsip ini, hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung 

dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih 

oleh muslim lain yang ikut serta dalam negara.
179

 Dalam melibatkan diri 

secara langsung  untuk ikut serta dalam urusan negara, maka sudah 

selayaknya pula seseorang untuk menggunakan hak-hak politiknya. 
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Dalam urusan politik, islam telah mensyariatkan aturan yang paling sempurna 

dan adil. Islam mengajari umatnya segara urusannya dilakukan dalam 

berinteraksi dengan sesame muslim atau dengan yang lainnya.
180
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BAB III 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A.  Pertimbangan Pembatatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota 

Polri Dalam Pemilihan Umum. 

Mengenai pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, 

terdapat dua pihak yang saling berbeda pendapat mengenai hak politik 

anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Adapun pihak yang 

setuju yaitu: 

1. M. fajrul Falaakh, pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada. 

Menurutnya, penggunaan hak pilih untuk TNI bisa saja dilakukan, asal 

diatur dengan jelas. Setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak 

pilihnya, peran ganda yang diemban TNI bisa saja dipisahkan saat 

pemilihan umum dilakukan. Saat pemilihan umum, ada baiknya mereka 

menggunakan hak pilihnya diluar barak atau lingkungan kemiliteran. 

Artinya, jangan sampai ada unsur dari pemerintah yang ikut 

mempengaruhi proses pemilihan umum tersebut. Mereka memilih bukan 

dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI dan Anggota Polri, melainkan 

sebagai warga sipil yang punya hak pilih.
181
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2. Menurut Moh. Mahfud MD  bahwa hak pilih anggota TNI dan anggota 

Polri adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak 

memilih adalah hak asasi yang tertuang didalam Konstitusi  didunia 

maupun konvensi Internasional. Indonesia mempunyai pengalaman pada 

tahun 1955, saat itu Polri ikut dalam pemilih umum dan tidak ada 

perpecahan, perpecahan yang terjadi saat itu bukan karena Polri memilih 

tetapi karena banyak sparatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah 

pusat.
97

 

Ada juga pandangan  pihak yang tidak setuju dengan pemberian hak 

politik bagi anggota TNI dan anggota polri, yaitu: 

1. Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan menteri pertahanan 

(Menhan), ia tidak setuju dengan pernyataan panglima TNI Gatot 

Nurmantyo yang menginginkan TNI memiliki hak politik. Menurutnya, 

kondisi perpolitikan saat ini belum matang, jika anggota TNI dan anggota 

Polri tetap diberikan hak pilih maka rawan akan keributan dan bisa 

menyebabkan TNI terpecah bela pada partai politik tertentu jika diberikan 

hak politik, dan hal tersebut harus dihindari.
98

 

2. Arief Mudatsir Mandan yang merupakan Politisi PPP. Menurutnya, 

memulihkan hak politik TNI sama saja mengulang sejarah beberapa tahun 
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silam. Yang pada saat itu keterlibatan TNI dan Polri dalam pemilihan 

umum mengakibatkan sistem ketatanegraan tidak berjalan. Ia juga 

mengatakan TNI bukan political society, tetapi TNI merupakan combatan 

society, yakni masyarakat yang bersenjata yang memiliki izin membunuh 

musuh sesuai perintah yang di berikan komando. Sistem komando yang 

diterapkan diranah politik jika dipaksa maka yang terjadi adalah 

demokrasi akan mati.
99

 

Pengatauran tentang hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya 

untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat membatasi kekuasaan  

terhadap kemungkinan menggunakan kekuasaan berdasarkan nalurinya 

sendiri, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.  

Dalam negara hukum, konsep pembatasan pertama kali dikemukakan 

oleh Plato  melalui konsepsi nomoi, yaitu suatu negara dimana semua orang 

tunduk pada hukum, termasuk pemerintah dan rakyat agar tidak terjadi 

tindakan sewenang-wenang. Menurut Lord Acton, pemerintah selalu 

diselenggarakan oleh manusia, yang mana manusia juga memiliki banyak 

kelemahan. Dari pendapat tersebut menimbulkan banyak arti salah satunya 

yaitu, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan 

kekuasaan tersebut dan manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak 
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terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula (power tends 

to corrupt, but absolute power corrupt absolute)
100

 

Mengenai tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan 

anggota Polri, terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah 

instansi negara. Hal ini bisa disebut sebagai hubungan dinas publik, menurut 

Longgemann, hubungan ini terjadi jika seseorang mengikatkan diri untuk 

bekerja dan tunduk pada aturan pemerintah untuk melakukan sesuatu atas 

beberapa jabatan yang dalam melakukan/mengerjakan sesuatu dihargai 

dengan cara diberikan gaji dengan beberapa keuntungan lainnya.
101

 Oleh 

karena itu, hal ini berarti hubungan dinas publik antara negara dengan anggota 

TNI dan Polri terdapat pembatasan yang dibuat oleh pemerintah yaitu, 

anggota TNI dan anggota Polri yang sudah terikat ikatan dinas dengan negara 

maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

dan tidak boleh menolaknya (menerima tanpa syarat), dan sebaliknya, 

pemerintah berhak mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu tanpa harus 

adanya penyesuaian kehendak orang yang bersangkutan. 

Pemberlakuan hubungan dinas publik antara pemerintah dengan 

anggota TNI dan anggota Polri, itulah awal mulanya terjadi pembatasan 

terhadap anggota TNI dan anggota polri melalui peraturan yang dibebankan 
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kepadanya, termasuk hak-hak yang bersifat asasi. Meskipun hak asasi manusi 

diakui sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dikurangi, dirampas 

dan dihilangkan oleh siapapun, tetapi hak asasi juga bukan hak yang dapat 

dinikmati tanpa batas.
102

 Dalam hal ini pemberian hak haruslah tidak boleh 

merugikan bagi orang lain, apabila hak yang diberikan dapat merugikan orang 

lain makan pembatasan hak memang sangat mungkin terjadi/dilakukan. 

Dalam konteks konstitusi, kebebasan dan kekuasan merupaka dua hal 

yang saling berhadap-hadapan dan memiliki legitimasi  yang sah. Kebebasan 

merupakan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan dijamin  dan 

tidak boleh diubah oleh siapapun juga.  Oleh karena itu kebebasan harus 

diformulasikan didalam konstitusi.
103

 Dengan begitu, ketika kebebasan telah 

dijamin dalam konstitusi maka memaksa atau melarang seseorang yang mana 

kebebasannya telah dijamin dalam konstitusi merupakan suatu tindakan yang 

tidak adil, dan tindakan tersebut juga bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan 

kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hukum, terutama dalam negara 

yang menjunjung tinggi konstitusionalisme. 

Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri bertujuan 

agar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan secara 

penuh oleh anggota TNI dan anggota Polri. Akan tetapi di Indonesia, 
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demokrasi sudah mengarah pada konsolidasi politik yang mana pemberian 

hak harus sama untuk setiap warga negara.
104

 Konsolidasi demokrasi 

merupakan proses pemapanan sistem demokrasi untuk menuju pada sistem 

politik yang stabil dan aman. Dalam konsolidasi demokrasi memerlukan 

beberapa hal penting, yaitu: 

1. Pendalaman demokrasi (democratic Deepenning), yaitu struktur-struktur 

politik menjadi semakin terbuka, akuntabel, representatif dan fleksibel. 

Hal ini berarti kebebasan politik dijamin akan tetapi tetap harus tunduk 

pada hukum. 

2. Perlembagaan politik (political institutionalization), yaitu tertatanya 

struktur-struktur politik dan pemerintahan untuk menjamin 

terselenggaranya birokrasi yang melayani kebutuhan publik, pemerintahan 

perwakilan yang mapan dan bertanggung jawab yang dapat menjamin 

kepentingan masyarakat.
105

 

Berdasarkan penjelasan diatas, makan demokrasi dapat dijadikan 

sebagai contoh cara menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapai baik 

secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari 

konsolidasi demokrasi adalah semakin kuatnya nilai-nilai demokrasi 

khususnya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta 
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berorganisasi dan tidak adanya tekanan dari rezim politik yang menjadi salah 

satu indikator, karena demokrasi merupakan satu-satunya cara pelaksanaan 

dan mekanisme untuk melaksanakan pemerintahan. 

Menurut M. Durverger dalam bukunya les regime politiques, 

demokrasi termasuk cara pemerintah dimana golongan yang memerintah dan 

golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak ada terpisah-pisah.
106

 

Pemerintah tidak diperbolehkan menghilangkan citra dari demokrasi tersebut 

yang mana semua hal yang dilakukan atas nama rakyat tidak boleh merugikan 

rakyat itu sendiri. Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan umum adalah 

hak yang termasuk dalam HAM yang mana tidak bisa diganggu gugat, jika 

pemerintah tetap ingin membatasi hak politik bagi anggota TNI dan anggota 

Polri maka pemerintah telah menghilangkan HAM yang telah melekat pada 

diri seseorang. Akan tetapi jika anggota TNI dan anggota Polri tetap diikut 

sertakan dalam pemilihan umum dan tidak mampu bersikap netral, maka bisa 

saja anggota TNI dan anggota Polri menekan warga sipil untuk memilih calon 

yang berasal dari golongan mereka. 

Keterlibatan atau partisipasi setiap warga negara dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, menurut Robert 

Dahl dalam buku Afan Gafar mengemukakan tujuan kriteria demokrasi untuk 
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mengamati ada tidaknya demokrasi yang diwujudkan dalam suatu 

pemeintahan negara, kriteria tersebut yaitu: 

1. Pengaturan yang dilakukan putusan pemerintah tentang kebijakan adalah 

secara konstitusional didalam pemilihan pejabat pemerintah 

2. Pemilihan pejabat pemeritah adalah dengan pemilihan umum dengan 

keadaan tanpa paksaan yang dilakukan dalam waktu  yang telah 

ditentukan dan harus adil, dan pilihan yang bebas yang mana tanpa 

paksaan dalam melakukannya. 

3. Dalam pelaksanaannya semua orang yang sudah dewasa (mempunyai hak 

suara), yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. 

4. Semua orang yang sudah dewasa mempunyai hak asasi  untuk ikut dalam 

pemerintahan untuk menjadi kandidat didalam pemilihan umum. 

5. Warga negara mempunyai hak yang kuat untuk mengungkapkan 

kebebasan  dan berekspresi. Mengungkapkan ekspresi politiknya 

sebagaimana  mengkritik pemerintah, putusan pemerintah, ekonomi, dan 

sistem sosial, hak dalam berekspresi dapat dalam bentuk tulisan maupun 

secara langsung ataupun perwakilan. 

6. Hak alternatif untuk mendapatkan informasi yang tidak dimonopoli oleh 

pemerintah atau oleh kelompok yang lainnya. 
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7.  Hak asasi setiap orang untuk dapat ikut dan mengekspresikan haknya 

dalam hal politik.
107

 

Konsep hak (rights) dengan manusia (human) keduanya saling 

berkaitan, hak yang dimiliki laki-laki harus sama dengan hak yang dimiliki 

oleh perempuan. Dalam arti kata lain, semua warga negara memiliki hak yang 

sama tanpa ada bedanya. Karena semua manusia dimanapun dan kapanpun 

tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, 

etnis, suku, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan lainnya.  

Hak pilih termasuk hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh 

sebab itu setiap warga negara yang ingin menggunakan hak suaranya dalam 

pemilihan umum tidak boleh diintimidasi dan harus terbebas dari segala hal 

yang dapat menimbulkan rasa takut, warga negara harus terbebas dari segala 

bentuk intervensi, diskriminasi, dan lain sebagainya sehingga warga negara 

tidak memiliki rasa takut pada saat ingin menyalurkan hak suaranya pada 

pemilihan umum. Kebebasan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan 

umum merupakan hak pribadi yang tidak melekat pada institusi, serta 

memberikan kebebasan juga termasuk cara negara untuk mewujudkan 

perlindunag hak asasi manusia. 
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HAM merupakan hak yang kodrati yang dimiliki oleh semua orang 

sejak ia lahir yang merupakan hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan 

bukan merupakan hak pemberian manusia. Ham juga telah memberikan hak 

untuk hidup dan hak kebebasan, artinya setiap warga negara memiliki hak 

untuk memberikan pendapatnya termasuk dalam pemilihan umum, baik secara 

langsung maupun melalui perwakilan. 

Keinginan pemerintah untuk tetap melarang anggota TNI dan anggota 

Polri tidak diberikan hak politik, seperti yang telah di atur dalam Undang-

Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

dilarangan berpolitik dalam pemilihan umum (pemilu)
108

, dan dalam Undang-

Undang Pasal 200 No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang 

berbunyi: “dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota 

Kepolisia Republik Indonesia tidak menggunakan haknya dalam pemilihan 

umum”
109

 

Dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara  Republik Indonesia “Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia tidak menggunakan Hak memilih dan dipilih”
110

 dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang tentang larangan berpolitik anggota TNI  dan 

anggota Polri tersebut menimbulkan banyak pertentangan, salah satunya 
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bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM), pasal 43 yang berbunyi: 

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan. 

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 

langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas  

menurut cara yang di tentukan dalam peraturan Perundang-Undangan. 

3. Setiap warga negara dapat di angkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
111

 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, fungsi  anggota 

TNI adalah sebagai alat pertahanan dan tugas pokok TNI adalah menjaga 

kedaulata negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana dalam Undang-Undang ini 

setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, 

adil, bebas, rahasia, dan jujur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Dengan demikian Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia 

dan Undang-Undang Tentang HAM merupakan dua Undang-Undang yang 
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berlaku di Indonesia.  Tetapi keduanya saling bertentangan. Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2004 merupakan hukum nasional yang bersifat spesifik, 

sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan ratifikasi hukum 

internsional yang bersifat universal.  

Akan tetapi alasan pemerintah tetap pada keputusannya untuk 

melarang anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum, karena 

banyak pihak yang khawatir apabila anggota TNI dan anggota Polri dilibatkan 

dalam pemilihan umum akan menimbulkan ancaman, atau akan ada 

pemaksaan dari pihak anggota TNI atau anggota Polri untuk memilih salah 

satu pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum sesuai 

dengan yang mereka inginkan. Jika dengan menghilangkan hak memilih dan 

dipilih anggota TNI dan anggota Polri guna menciptakan situasi yang di 

inginkan oleh negara, maka secara tidak langsung pemerintah telah 

melindungi warga negara yang ingin memberikan hak suaranya tanpa adanya 

tekanan dari pihak manapun termasuk dari anggota TNI dan Polri. 

Pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri 

adalah untuk menjaga netralitas didalam pemilihan umum, apabila anggota 

TNI dan anggota Polri diikut sertakan didalam pemilihan umum ditakutkan 

akan memicu konflik internal. Apalagi jika calon yang ikut serta dalam 

pemilihan umum merupakan orang yang pernah ikut bergabung menjadi 

anggota TNI dan anggota Polri, maka dari itu untuk menjaga netralitas dalam 
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pemilihan umum anggota TNI dan anggota Polri tidak diikut sertakan untuk 

memberikan hak suaranya. 

Pertimbangan lainnya terhadap pembatasan hak politik anggota TNI 

dan anggota Polri yaitu karena anggota TNI dan anggota Polri merupakan 

aparatur negara yang mana tugasnya untuk mengatur, menjaga kedaulatan 

negara serta mengayomi masyarakat. Anggota TNI dan anggota Polri pernah 

diikut sertakan dalam pemilihan umum pada masa orde lama, dan ketika 

anggota TNI dan anggota Polri diikut sertakan malah terjadi kekacauan pada 

saat itu. Pemilihan umum di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat 

signifikan, yang mana pada masa orde lama seluruh elemen masyarakat yang 

telah memenuhi syarat di perbolehkan ikut serta dalam hal memilih dan 

dipilih termasuk anggota TNI dan anggota Polri. 

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI 

dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum.  

1. Militer dalam islam 

Tentara atau yang disebut dengan al-jaysh  adalah angkatan bersenjata 

yang merupakan satu kesatuan. Rasulullah SAW mempunyai angkatan 

bersenjatan yaitu, al-jaysh (tentara atau pasukan). Rasulullah SAW yang 

menyiapkan pasukan tersebut, dan Rasulullah jugalah yang memimpinnya 

bahkan Rasulullah juga yang mengangkat para panglima dan komandan untuk 



 
  

86 
 

memimpin pasukan tersebut.
112

 Dalam hukum Islam, latihan tentara atau 

militer wajib bagi setiap anak laki-laki muslim yang telah berusia 15 (lima 

belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur‟an Surat Al-Anfal (8) ayat 39. 

                       

         

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu 

semata-mata untuk Allah jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka 

Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.” 

 

Tentara terbagi menjadi 2 kelompok dalam Islam. Yang pertama, 

militer murtazikah yang merupakan militer resmi dan memperoleh gaji tetap 

yang di berikan oleh negara. Anggaran tersebut bersumber dari pos 

pertahanan dan keamanan, kelompok ini bertugas mempertahankan keutuhan 

negara dengan cara menghalangi musuh dari luar, selain itu mereka juga harus 

siap setiap saat ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat. Kedua, 

militer mutathawi‟ah yang merupakan kelompok militer sukarela yang 

dijadikan sebagai cadangan ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan 

darurat dan bahaya hingga terjadi perang, kelompok ini terdiri dari laki-laki 

serta perempuan dan anak-anak dengan alasan kesadaran dan juga kemauan 

untuk mempertahankan negara dan pasukannya dari serangan luar atau asing. 

Angaran kelompok militer mutathawi‟ah ini bersumber dari baitul mal.
113
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Profesi militer dalam islam merupakan prefesi yang paling mulia, hal 

ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW “Prajurit yang mati syahid tidak 

akan merasakan sentuhan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah seorang 

kalian merasakan sengatan kecil” (H.R Tarmidzi). Dalam fiqih siyasah, 

panglima perang masuk pada pembahasan amir al-jihad, amir al-jihad adalah 

orang yang diangkat oleh khalifa untuk menjadi pemimpin yang berhubungan 

dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian, itu 

merupakan tugas dan fungsi dari amir al-jihad.
114

  

Menurut Al-Mawardi, seorang amir al-jihad yang merupakan atasan 

dari militer haruslah menunaikan hak-hak yang diwajibkan Allah SWT. Dan 

harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diperintahkan kepada 

mereka sehingga tidak terjadi sikap berlebih-lebihan dan tindakan sewenang-

wenang dalam agama. Anggota militer juga tidak diperkenankan sibuk dalam 

urusan bisnis atau hal lain diluar perang, karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi solidaritas dan komitmen pasukan atas tugas utama yang 

diemban.
115

 Dengan begitu peran  militer dalam ketatanegaraan Islam benar-

benar hanya untuk menjaga keamanan negara dalam dan luar negeri dan tidak 

boleh terlibat hal-hal diluar perang karena dapat merusak komitmennya, 

termasuk tidak boleh terlibat dalam urusan politik termasuk tidak boleh 

memilih dan dipilih karena memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk 
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ikut serta dalam politik, dan memilih dan dipilih merupakan hal yang diluar 

konteks peperangan. 

2. Polisi Dalam Islam 

Polisi atau aparat keamanan dalam Islam disebut Syurtoh atau Syurthi, 

lafaz ini sudah dikenal sejak zaman nabi Muhammad SAW. Syurtho adalah 

aparat yang diandalkan oleh khalifa atau gubernur guna menjaga keamanan, 

menangkap pelaku kriminal, dan tugas-tugas administratif lainnya yang 

menjamin keamanan dan ketentraman rakyat. Polisi (Syurtho) dalam negara 

Islam (Khalifa) ada 2 (dua) yaitu, polisi militer dan polisi yang berada 

dibawah otoritas Khalifa/kepala daerah.
116

 Fungsi utama polisi adalah untuk 

menjaga keamanan didalam negeri, mereka juga ditugasi untuk menjaga 

sistem, mensupervisi keamanan didalam dan luar negeri. Dalam sistem 

ketatanegaraan Islam, negara memiliki kewajiban yang bersifat fardu kifayah 

untuk mewujudkan lembaga kepolisian guna menjaga tugas keamanan dalam 

Islam, tugas utama lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan, 

ketentraman rakyat,, menjaga keamanan masyarakat dalam menjalankan 

ibadah, memotong tangan pencuri, merajam pelaku zina, melaksanakan 
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hukum qias, mendera para pemabuk, dan tugas-tugas penerapan syariat Islam 

lainnya.
117

 

3. Pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri 

Pemerintah islam atau sering di sebut khalifa di bantu oleh para wali 

yang disebut gubernur untuk mengurus provinsi dan wilayahnya. Wali di 

angkat oleh khalifa untuk mengurusi wilayah dan menerapkan konsep 

sentralisasi, wali di angkat oleh khalifa bukan untuk melimpahkan semua 

wewenang seperti yang ada pada konsep otonomi daerah di Indonesia. 

Kewenangan wali di atur oleh khalifa, bisa jadi wali di angkat hanya untuk 

mengurusi urusan masyarakat kecuali urusan harta (al-imarah „ala as-salah) 

atau mengurusi keduanya. 

Dalam Islam, pemerintah adalah wakil (khalifa) yang maha 

menciptakan semua alam semesta. Tanggung jawab ini tidak boleh 

dipercayakan pada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tertentu, 

tetapi tanggung jawab ini harus diserahkan pada seluruh masyarakat Islam, 

sebagai khalifa terdapat hak setiap muslim yang tidak boleh melebihi atau 

bahkan kurang dari hak orang lain. Dalam kata lain, setiap muslim juga 

memiliki hak dan urusan negara secara langsung. Artinya, apabila seorang 

muslim tidak ingin terlibat secara langsung dalam ranah politik, maka seorang 
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muslim boleh dan wajib memilih seseorang untuk menjadi wakilnya diranah 

politik dengan cara dipilih melalui pemilihan umum. 

Menurut Abd Al-Karim, setiap rakyat disuatu negara yang telah 

memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang 

dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai 

dengan syariat Islam.
118

 Oleh karena itu, apabila seorang muslim telah 

memenuhi syarat yang telah ditentukan itu artinya seorang muslim tersebut 

memiliki hak untuk memih pemimpin yang dapat mewakilinya dalam urusan 

politik, karena penentuan seorang pemimpin merupakan sesuatu yang sangat 

penting dan tidak boleh di tentukan secara sepihak melainkan harus melalui 

jalan musyawarah. Dalam hal memilih pemimpin seorang muslim dapat 

memilihnya secara langsung atau melalui perwakilan, yaitu melalui orang 

yang dipercaya. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas 

beragama islam, maka dari itu tentu saja indonesia mengadopsi konsep 

kebebasan dalam perspektif islam. Dalam kamus besar bahasa indonesia  

berarti “lepas sama sekali (tidak terganggu, terlarang, tertekan dan lain 

sebagainya, sehingga dapat berpendapat, berbuat dengan leluasa)”, seseorang 

bisa dikatakan bebas apabila bisa menentukan keinginannya sendiri dan tidak 
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di batasi oleh sesuatu apapun.
119

 Dalam bahasa arab istilah kebebasan 

diartikan dengan al-hurriyah, seperti hurriyah al ra‟yi (kebebasan 

berpendapat), hurriyah al-qawl (kebebasan berbicara), hurriyah al tafkir 

(kebebasan berfikir), hurriyah al ta‟bir (kebebasan berekspresi), hurriyah al 

tadayum (kebebasan beragama), hurriyah al aqidah (kebebasan 

berkeyakinan).
120

 

Menurut Nasution, kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan 

dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan 

berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya 

tidak boleh membahayakan kepentingan umum.
121

 Sistem pemerintahan tidak 

bisa jalan ditempat, dalam kata lain sistem pemerintahan harus tetap berputar 

agar terus dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Oleh 

karena itu untuk memperbaharui sistem pemerintahan maka harus adanya 

pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih 

dan dipilih, serta boleh juga mencalonkan diri untuk terlibat langsung dalam 

urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak   politik, itu artinya 

seseorang tersebut sudah diberikan hak untuk ikut andil secara langsung atau 

melalui perwakilan dalam mengurusi urusan negara. 
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Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, 

yaitu: 

1. Hak memilih 

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-

anggota majelis syuro‟ (permusyawaratan). Siapa yang terpilih dijabatan 

ini, maka ia adalah kepala negara. Dalam syara‟ disebut bai‟ah, dan hak 

bai‟ah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.
122

 

2. Hak pencalonan (dipilih) 

Hak pencalonan ialah seseorang yang mencalonkan diri untuk 

menduduki salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Karena 

pada zaman Rasullulah, ia telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash 

ketika memohon menjadi wali di wilayah oman.
123

 

3. Hak menduduki jabatan 

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak 

individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, 

kewajiban kepala negara dan seluruh prangkatnya memilih orang yang 

paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan tersebut. Tujuan dari 

pendirian suatu negara tidak terlepas dari tujuannya yang hendak dicapai 

oleh umat Islam, yaitu untuk memperoleh kehidupan di dunia dan 
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keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dapat di capai 

hanya secara pribadi saja, oleh karena itu Islam menekankan pentingnya 

pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh suatu tujuan 

tertentu.
124

 

4. Hak musyawarah 

Hak musyawarah ialah hak bagi setiap muslim, setiap muslim 

memiliki hak untuk bermusyawarah bersama khalifa (kepala negara) 

mengenai urusan yang perlu di musyawarahkan.
125

 

5. Hak pengawasan 

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan 

seluruh pejabat baik dalam hal pekerjaan ataupun tingkah laku mereka 

yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini  dilakukan jika ada 

yang menyimpang dari kebenara, pertama yang dilakukan  untuk 

meluruskan suatu penyimpangan yaitu melalui  nasehat dengan ikhlas.
126

 

6. Hak pemecatan 

Islam telah memberikan hak kepada umat untuk memecat atau 

memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan 

seorang kepala negara atau ia tidak melaksananakan tugas dengan baik. 
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Hak ini ditegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm 

Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.
127

 

Dalam hal politik, Islam tidak hanyak menjunjung tinggi hak-hak 

orang muslim saja, akan tetapi Islam juga memberikan hak-hak tertentu bagi 

yang non-muslim yang juga hidup didalam lingkungan perbatasan suatu 

negara Islam. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, baik 

secara langsung maupun melalui perwakilan. Apabila inin ikut serta dalam 

urusan negara melalui perwakilan, setiap warga negara dapat berpartisipasi 

melalui pemberian hak suara dalam pemilihan umum dengan bebas tanpa 

interpensi dari pihak manapun, setiap warga negara juga diberikan kebebasan 

pers dan kebebasan untuk berkumpul. Kebebasan yang dimiliki setiap warga 

negara ini adalah hak yang telah di kehendaki oleh Allah SWT yang mana 

telah dijelaskan oleh Rasullulah SAW. Ada enam asas yang dikehendaki oleh 

Allah SWT yang telah dijelaskan oleh Rasullah SAW, yaitu: demokrasi  atau 

hak politik, persamaan, keadilan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas 

diri. 

 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang 

termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif fiqih siyasah, 

hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan 
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jika ada hal yang bertentangan dengang sesuatu yang jauh lebih penting. 

Karena dalam Islam, maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat 

khusus, dalam hal pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri 

dalam pemilihan umum  yang dibuat oleh pemerintah merupakan sesuatu hal 

yang diinginkan oleh negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai 

suatu kemaslahatan bagi orang banyak (umum), dan hak politik anggota TNI 

dan anggota Polri merupakan maslahat khusus, yaitu hak politik untuk ikut 

serta dalam pemilihan umum seperti warga negara yang lainnya. 

Dalam menetapkan suatu kebijakan, pemerintah harus memenuhi 

syarat-syarat muqasid al-syari‟ah agar tidak tercadi pertentengan, yaitu: 

1. Bersifat pasti ((al-subut), yang merupakan tujuan dari syariat (muqasid/al-

ma‟na) , yang harus didekati dengan benar, bahkan haus mendekati pasti. 

2. Bersufat jelas (al-zuhur/al-ittidah), yang merupakan salah satu indikator 

agar tidak terjadinya perbedaan dikalangan fukaha dalam menetapkan 

sesuatu dan tidak ada kemiripan (tasyabuh) yang dapat menimbulkan 

keraguan bagi banyak orang. 

3. Bersifat terukur (al-indibat), yaitu sesuatu yang harus memiliki batasan 

tertentu yang mana tidak boleh  dilanggar ataupun diabaikan, oleh karena 

itu ada batasan tertentu yang dapat menjadi indikator bahwa susuatu hal 

tersebut masih tergolong dalam batas dari syariat, dan batasan tersebut 

tidak diragukan. 
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4. Bersifat konsisten (al-ittirad), yang mana sesuatu hal tersebut tidak boleh 

berbeda.
128

 

Hak politik Bagi anggota TNI dan anggota Polri merupakan sesuatu 

yang fitrah, yang mana sudah melekat dari dulu dan bukan merupakan hak 

yang diberikan oleh manusia melainkan pemberian dari Tuhan Yang Maha 

Esa, akan tetapi, fitrah juga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu 

kebebasan yang tanpa adanya batasan atau harus sama rata semuanya. Fitra 

bagi seseorang tersebut meskipun pada dasarnya hak dan kewajiban  itu harus 

sama, akan tetapi semuanya bisa berubah menjadi berbeda-beda apabila ada 

sesuatu yang menjadi penyebab perubahan tersebut. 

Dilihat dari syarat-syarat muqasid al-syari‟ah, dengan alasan 

pemerintah tetap ingin membatasi hak politik bagi anggota TNI dan anggota 

Polri dalam pemilihan umum sudah memenuhi persyaratan yang ada. Apabila 

anggota TNI dan anggota Polri diberikan hak politik untuk turut serta dalam 

pemilihan umum, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih maka 

akan menimbulkan kemudaratan. Karena anggota TNI dan anggota Polri 

memiliki kekutan yang lebih dari masyarakat sipil biasa, jika anggota TNI dan 

anggota Polri turut serta dalam pemilihan umum maka akan menimbulkan 

ketidak netralan dalam pemilihan umum tersebut karena adanya kemungkinan 

ada tekanan atau arahan dari pihak TNI dan Polri tertentu untuk memilih 
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calon yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum sesuai dengan 

kelempok yang didukungnya. 

Anggota TNI dan anggota Polri memiliki kekuatan yang lebih dari 

masyarakai sipil biasanya, jadi apabila anggota TNI dan anggota Polri tetap 

dilibatkan maka akan menimbulkan paksaan untuk memilih calon-calon yang 

berasal dari golongannya. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI 

dan anggota Polri, pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi 

manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik 

anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Pemerintah 

melakukan pembatasan hak politik ini semata-mata untuk melindungi 

masyarakat sipil dan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam 

pelaksanaan pemilihan umum agar tidak adanya tekanan dari pihak manapun.  
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BAB IV 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan, bahwa. Pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI 

dan anggota Polri adalah untuk menjaga netralitas didalam pemilihan 

umum, apabila anggota TNI dan anggota Polri diikut sertakan didalam 

pemilihan umum ditakutkan akan memicu konflik internal dan juga 

kondisi perpolitikan saat ini belum matang jika anggota TNI dan anggota 

Polri tetap diberikan hak pilih dan memilih maka akan rawan 

menimbulkan keributan dan bisa menyebabkan TNI dan Polri terpecah-

bela pada partai politik tertentu jika diberikan hak politik.   

B. Sedangkan menurut fiqih siyasah, pembatasan hak politik anggota TNI dan 

anggota Polri tidak sesuai dengan prinsip yang ada, karena menurut ketentuan, 

warga negara yang telah memenuhi syart mka diperbolehkan untuk 

mengemukakan atu menyalurkan haknya secara langsung, setiap warga negara 

juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara dan urusan 

politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui pemberian hak suara. Karena 

islam telah memberikan hak memilih, kebebasn mengemukakan pendapat, 

kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan tidak ada kecualinya. Akan 
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Kebebasan dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya 

kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum,  

C. SARAN 

Sebaiknya, apabila anggota TNI dan anggota Polri ingin diberikan hak 

politik lagi maka harus diatur secara jelas agar tidak merugikan bagi warga 

sipil lainnya. Karena pada pemilihan umum pertama kali anggota TNI dan 

anggota Polri diikut sertakan dalam pemilihan umum dan setelah orde baru 

mulai muncul larangan bagi anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak ikut 

serta dalam pemilihn umum. Oleh karena itu dari pihak pemerintah 

seharusnya mencari solusi dari penyebab pembatasan hak politik tersebut agar 

anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya kembali agar 

prinsip demokrasi dapat dijalankan sepenuhnya tanpa ada pihak yang merasa 

disisihkan.
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